PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang : a.

Mengingat:

1.

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
dalam memenuhi kebutuhan pokok air bersih dan air minum
bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka
dipandang perlu untuk lebih mengoptimalkan dan
mengefektitkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum
melalui peningkatan profesionalisme kepengurusannya.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah
Air Minum, maka dipandang perlu untuk merevisi Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun
2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 7
Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun
2000 tentang Kepengurusan Perusahaan daerah Air Minum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nnomor 4377);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

11.

12.

13.

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43578) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum,;



14. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan
Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II
Hulu Sungai Tengah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu sungai Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah
Badan Usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

5. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan,
cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Direksi adalah Direksi PDAM.

8. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direksi.



BAB 1II
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 2

(1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ

dan kepegawaian.

(2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

a. bupati selaku pemilik modal.
b. dewan Pengawas.

c. direksi.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 3

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan
pengawas

Pengangkatan Direksi Baru berdasarkan hasil seleksi dan/atau uji
kelayakan dan kepatutan ( Fit and Profertest)

Seleksi dan/atau uji kelayakan dan kepatutan ( Fit and Profertest)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Independen
yang ditunjuk oleh Bupati

Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Batas wusia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun)

Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Untuk dapat diangkat sebagai sebagai calon Direksi memenuhi
persyaratan:

a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);

b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari
PDAM atau mempunyai pengalaman kerja 15 tahun mengelola
perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan
dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya
dengan penilaian baik;

c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri
yang telah terakreditasi;



d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
e. bersedia bekerja penuh waktu;

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau
Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga
menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan
ipar;dan

g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli
yang ditunjuk oleh Bupati

(8) Pengangkatan Direksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Jumlah Direksi ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang

(2) Direksi membawahi Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan serta
Kepala Bagian Teknik .

(3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(4) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan
pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 5

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:

a. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga
Pemerintah Pusat dan Daerah;

b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, dan badan usaha swasta;

Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada
PDAM, dan/atau.

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung
atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
pada PDAM.



